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Ketenagakerjaan

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA BONTANG

DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

CABANG BONTANG

TENTANG

PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

DI KOTA BONTANG

NOMOR : 134.4.02/39/PEM.A

NOMOR : MoU/1/09/2023

Pada hari ini, Jumat tanggal 15 bulan September tahun Dua ribu Dua puluh Tiga 15-9-

2023), bertempat di Bontang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BASRI RASE

2. DAHLIA LIBRIANA

Wali Kota Bontang, berkedudukan di Jalan Moch. Roem No.1
Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan, Kota
Bontang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Bontang, untuk selanjutnya disebut PIHAK
KESATU

Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggaraan Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan Cabang Bontang, berkedudukan di
Jalan KS. Tubun No.66 Bontang, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan berdasarkan Keputusan Direksi BPJS
Ketenagakerjaan Nomor : KEP/174/082023 tentang Mutasi
penunjukan pejabat BPJS Ketenagakerjaan, Surat Kuasa dari
Kepala Kantor Wilayah Nomor: SKS/26/082023 tanggal 14
Agustus 2023, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Kesepakatan
Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih

dahulu menerangkan sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom di Kota Bontang; dan

b. PIHAK KEDUA adalah Badan Hukum Publik yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk
menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan
Kematian, dan Jaminan Pensiun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan
masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan
Bersama tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan di
Kota Bontang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan
fasilitasi dan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di
Kota Bontang yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 2
OBJEK
Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bagi Pekerja Rentan di Kota Bontang.

Pasal 3
PELAKSANAAN
(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian
Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling
lambat 3 (tiga) bulan sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.



Pasal 4
JANGKA WAKTU
(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak

ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK:;

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhir masa berlakunya dengan
ketentuan pihak yang ingin mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak
lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;

(3) Pergantian Kepala Daerah dan/atau Pimpinan Instansi PARA PIHAK tidak
mengubah atau mempengaruhi isi Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5
SURAT MENYURAT
(1) Setiap pemberitahuan yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya
dikiimkan dengan surat dan dialamatkan dengan :
a. PIHAK KESATU
Pemerintah Kota Bontang
U.p Dinas Ketenagakerjaan

Alamat - Jalan Cut Nyak Dien No.01, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan
Bontang Utara, 75311

Telepon : 0813 4719 3147

Email : ketenagakerjaan.bontang@gmail.com

b. PIHAK KEDUA
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Bontang

Alamat : Jalan AIPTU KS Tubun No.66, Kelurahan Api-Api,
Kecamatan Bontang Utara, 75325

Telepon : (0548) 21128

Email : kacab.bontang@bpjsketenagakerjaan.go.id

(2) Setiap perubahan alamat penghubung PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada
pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelumnya.

(3) Dalam hal tidak ada pemberitahuan secara tertulis dari masing-masing PIHAK,
maka alamat yang tercantum pada ayat (1) dinyatakan sebagai alamat

korespondensi yang sah dan berlaku.
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Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama atau perubahan yang
dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan
(addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari
Kesepakatan Bersama ini;

Pasal 7

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal,
bulan, dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

__ PIHAK KESATU

DAHLIA LIBRIANA




